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ABSTRACT
Cirata dam, a man made resource, included in the The Common Pool Resources (CPRs). Trend of CPRs are
over use and produce externality. The impacts of these externalities are the mass death of fish in pondfish,
sedimentation and the most important suistainability of dam. The objective of this study is to analyze appropriate
institutional model as the CPRs dam management. Data analysis for institutional arrangement using
Dolsak&Ostrom approach. The results showed that management of dam are low enforcement, high demand of
dam product, no leading sector for collective action, and there is political interest. Institutional redesign
suggests two scenarios: best-case scenario and the status quo. Best-case scenario such as the establishment of
authority as the leading sector, which was given full authority, exceeds the administrative boundaries (Trans
boundry regime) and supported by adequate human resource. The status quo is a condition that currently exists,
but need improvements especially in conduct participatory rules, environmental conditions, arrange the
resource user and law enforcement among user, increasing human resources, and holistic management.
Keywords: Common pool resources, Institusional arrangement, principle agent mechanism
PENDAHULUAN
Waduk adalah genangan air dalam suatu cekungan permukaan tanah yang terbentuk
secara alami maupun sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai kepentingan, yang airnya
bersumber dari air permukaan dan/atau air tanah. Waduk buatan dikenal dengan sebutan
reservoir atau dam atau bendungan yang biasanya dibuat dengan tujuan khusus seperti
pengaturan air bagi irigasi pertanian, perikanan, pembangkit listrik, pengendali banjir dan
wisata alam (KLH, 2010).
Waduk Cirata terletak di Kabupaten Purwakarta dengan genangan air meliputi 3
Kabupaten yaitu Bandung Barat, Purwakarta dan Cianjur. Tujuan utama pembangunan
Waduk Cirata adalah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sumber air bendungan
Cirata diperoleh dengan membendung sungai Citarum dan merupakan kaskade dari dua
waduk lainnya di hulu dan hilir yaitu Saguling dan Jatiluhur. Waduk ini dapat menampung
sebanyak 2.165 juta m3 air, dengan luas waduk sebesar 71.395.641 m2 dan mampu
menghasilkan 1.008 Giga Watt listrik untuk kepentingan kepemenuhan listrik di Jawa, Bali
dan Madura. Selain untuk PLTA, waduk ini juga dimanfaatkan bidang perikanan untuk
perikanan keramba jaring apung (KJA), dan pariwisata.
KJA merupakan kolam budidaya jala terapung dengan budidaya ikan intensif. Ciri
KJA adalah penebaran ikan yang tinggi dan ditunjang dengan pemberian makan yang
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terencana. Metode dalam pemeliharaan ini, kantong jala merupakan pembatas ruang gerak
ikan sedangkan masa air perairan merupakan media hidup. Lokasi pemasangan keramba
jaring apung harus memenuhi aspek tehnis dan aspek sosial ekonomis seperti: kedalaman
perairan minimal 10 meter, kualitas air memenuhi persyaratan hidup ikan, bebas dari
pencemaran air, bukan jalur lalu lintas kapal, tidak merusak pelestarian lingkungan, memiliki
kemudahan transportasi, tersedianya bahan dan pakan, dekat dengan daerah pemasaran,
kemudahan suplai benih, keamanan terjamin, legalitas lokasi budidaya, dan ketersediaan
tenaga kerja. Waduk Cirata memenuhi kriteria aspek-aspek pembudidayaan keramba jaring
apung tersebut (Fausia et al., 1996).
Jenis ikan yang umum dibudidayakan di jaring terapung air tawar adalah ikan mas dan
ikan nila, namun ada beberapa jenis lainnya dengan jumlah yang relatif sedikit, yaitu ikan
patin (jambal siam), bawal dan gurame. Pakan yang diberikan merupakan pakan komersial
berupa pellet kering. Ikan mas biasanya diletakkan di jaring lapis pertama dan ikan nila yang
lebih tahan penyakit diletakkan pada kolor/lapis kedua. Ikan nila ini pun tidak diberikan
pakan, hanya memakan remah-remah dari lapis pertama dan makan peryphyton (sejenis alga)
yang menempel pada jaring. Pakan memegang peranan penting dalam usaha pembesaran ikan
dalam KJA. Harga pakan ikan yang meningkat menjadi masalah yang terus menerus
memberatkan petani KJA.
Disatu sisi, walaupun harga pakan terus meningkat, namun perkembangan budidaya
ikan dalam KJA sangat pesat. Penelitian Sudrajat (2009) menyatakan bahwa surplus produsen
yang diterima oleh Rumah Tangga Petani (RTP) rata-rata sebesar Rp724.012.875,00/tahun.
Hal ini menyebabkan semakin banyaknya pihak luar yang menanamkan modalnya untuk
bisnis KJA. Dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah KJA di Waduk Cirata dari
waktu ke waktu. Hasil sensus Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), jumlah KJA
mencapai 53.031 petak dengan jumlah pemilik sebanyak 2.511 RTP (BPWC, 2011).
Peningkatan jumlah petakan KJA ternyata menimbulkan permasalahan lingkungan,
antara lain pencemaran waduk berupa sampah, sedimentansi bekas pakan ikan yang
mengendap di dasar danau yang dapat menyebabkan kematian ikan saat upwelling serta
adanya ancaman terhadap PLTA karena operasional waduk menjadi berkurang. Adanya
aktivitas substractibility yang tinggi, menurut Fauzi (2004) disebabkan karena ketiadaan
kelembagaan yang efektif atau kurang berfungsinya kelembagaan yang ada dalam mengatur
alokasi sumber daya. Untuk itu identifikasi aktor-aktor yang berkepentingan dan analisis
kelembagaan perlu diketahui untuk mengatasi masalah yang terjadi di Waduk Cirata.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan perikanan KJA meliputi identifikasi
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dan analisis karakteristik SDA, karakteristik pengguna SDA dan interaksi antara stakeholder
dan unit variable lain seperti ekonomi, politik, kebijakan dan teknologi serta redesign
kelembagaan pengelolaan waduk.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kawasan perairan Waduk Cirata yang meliputi 3 Kabupaten
yaitu Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan Bandung Barat. Terdiri dari 6 kecamatan dan 15
desa yang terletak di pinggiran Waduk Cirata dan daerah bendungan PLTA Unit Pembangkit
Jawa Bali dan BPWC yang berada di Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal Waru, Plered,
Kabupaten Purwakarta. Pengumpulan data, pengolahan dan penulisan dilaksanakan pada
bulan Mei sampai dengan Juli 2012.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan
sekunder. Tabel 1 dibawah ini adalah matriks keterkaitan antara tujuan penelitian, sumber
data dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini :
Tabel 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sumber Data dan Metode Analisis Data
No Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis Data
1 Identifikasi dan analisis
interaksi pengguna SD
 Data Primer
 Data Sekunder
Analisis stakeholder dan
analisis konflik
2 Identifikasi dan analisis
karakteristik SD
 Data Primer
 Data Sekunder
Analisis Deskriptif
3 Identifikasi dan analisis
variabel unit lain : ekonomi,
politik, kebijakan dan
teknologi
 Data Primer
 Data Sekunder
Pendekatan Dolsak dan
Ostrom (2003)
4 Redesign Kelembagaan  Data Primer
 Data Sekunder
Pendekatan Dolsak dan
Ostrom (2003)
Data primer diperoleh langsung dari responden terpilih melalui wawancara secara mendalam
dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur berupa kuesioner dan diskusi terfokus FGD untuk
analisis kelembagaan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan data-data statistik yang
berasal dari instansi-instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
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Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat, Instansi BPWC, BPS, PT PJB, Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Barat.
Metode Analisis Data
Studi kelembagaan akan mengacu pada kerangka berpikir Dolsak&Ostrom (2002).
Pemanfaatan sumberdaya tergantung pada faktor-faktor yang saling berkaitan. Faktor
ekonomi, politik, kebijakan dan teknologi akan menjadi unit analisis. Hubungan antara faktor-
faktor tersebut dan kaitannya dengan karakteristik pengguna sumber daya serta karakteristik
sumber daya itu sendiri akan sangat mempengaruhi jenis dan bentuk struktur dan infrastruktur
kelembagaan dalam pengelolaan Waduk Cirata. Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram
pada gambar 1 (Satu) dibawah ini :
Gambar 1. Metode Analisis Kelembagaan (Sumber: Dolsak&Ostrom, 2002)
Parameter analisis pada masing-masing unit analisis yaitu ekonomi, politik, hukum
dan teknologi, dilihat pada Tabel 2. Dalam menawarkan model redesign kelembagaan baru
yang digunakan dalam pengelolaan Waduk Cirata berdasarkan hasil wawancara dan telaah
teori pembangunan good governance, maka akan ditawarkan tiga skenario design
kelembagaan baru. Skenario tersebut mencakup best case scenario, status-quo scenario dan
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worst case scenario. Best scenario merupakan skenario terbaik pengelolaan waduk untuk
mencapai suistanability, equity dan prosperity, dimana masing-masing aktor dapat
terakomodasi baik kepentingan dan perilakunya. Status-quo scenario adalah keadaan dimana
keadaan berjalan normal seperti biasa (bussiness as usual), tentunya dengan kondisi-kondisi
pengelolaan saat ini yang harus diperbaiki. Worst case scenario adalah keadaan dimana
masing-masing stakeholder tidak lagi mampu menaati peraturan yang dibuat dan berjalan
sendiri sesuai mandat dan kebutuhan yang ingin dicapainya.
Tabel 2. Parameter yang digunakan untuk setiap unit analisis
Unit Analisis Parameter
Economic
Enviroment
- Akses ke pasar barang dan jasa
- Trend harga pasar untuk ikan
- Trend Permintaan ikan
- PAD Kab Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat
- Jumlah tenaga kerja
- Jenis usaha pendukung lainnya
- Biaya transaksi (retribusi, preman, biaya lain-lain)
- Pendanaan dari luar negeri
- Dampak globalisasi ekonomi
- Dampak resesi ekonomi global
Political
Enviroment
- Produk kebijakan yang dihasilkan dari proses politik
- Kebijakan terhadap budidaya perikanan
- Kinerja lembaga pemerintah yang menangani CPRs
- Penegakan aturan-aturan pemerintah
Legal
Enviroment
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.7 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Perikanan
- SK Gubernur No. 45 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah No.14/2002 tentang Usaha Perikanan dan
Retribusi Usaha Perikanan
- Peraturan Gubernur No.16 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan Terpadu
- SK Gubernur No.27tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan
peraturan No.11/1986 tentang Tata Cara Pemanfaatan Perairan
Umum untuk Usaha Perikanan
- Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung,
Cianjur, Purwakarta dan Direktur PJB tahun 2003 tentang
Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Waduk Cirata
- Peraturan Daerah Kab. Purwakarta No.6/2010 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan
Teknologi - Konstruksi karamba jaring apung
- Siklus pemberian pakan ikan
- Jenis ikan pemakan plankton
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Sumber Daya Waduk
Adanya waduk telah membawa dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar
waduk. Usaha KJA telah memberikan multiplier efek yang luar biasa. Dari aktivitas ekonomi
KJA, telah berkembang usaha dan jenis pekerjaan lain misalnya: buruh KJA, nelayan, petani,
pemilik KJA, buruh angkut, sewa perahu, rumah makan, dan sejenisnya. Pada awal kegiatan
budidaya ikan, kualitas air masih bagus, produksi ikan bisa mencapai hasil yang optimal, dan
harga ikan tergolong tinggi, masyarakat dapat meraup untung yang cukup besar. Secara sosial
telah terjadi perubahan status di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara,
ditemukan bahwa hampir sebagian besar (90%) pemilik KJA dan pemilik sub agen pakan
sudah menunaikan ibadah haji. Status haji di kalangan masyarakat saat ini lebih dipandang
sebagai status social (prestise) dibandingkan status keagamaan, karena biaya untuk
menunaikan ibadah haji cukup besar. Rata-rata seseorang harus mengeluarkan uang sebesar
Rp35-50 Juta untuk biaya menunaikan ibadah haji.
Adanya fenomena pemanfaatan waduk yang berlebihan, seperti masifnya kegiatan
KJA menimbulkan dampak negatif, diduga karena masalah property right yang tidak jelas.
Ketidakjelasan hak kepemilikan merupakan salah satu ciri sumberdaya kategori common pool
resources (CPRs). Ostrom (1990) menyebutkan bahwa CPRs merujuk pada sumber daya
buatan manusia atau alami yang cukup luas dan untuk membuatnya membutuhkan biaya yang
besar serta dibuat untuk tujuan terbatas dengan pengguna sumber daya yang terbatas pula.
CPRs dicirikan dengan sifatnya yang rivalness/substractable dan non excludable.
Rivalness/ketersaingan berarti dalam pemanfaatan oleh seseorang akan mengurangi
kemampuan orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Dalam managemen
pengelolaan CPRs, Dolsak&Ostrom (2002) telah mengidentifikasi bahwa bentuk CPRs akan
mempengaruhi tata kelola SDA.
Waduk Cirata merupakan CPRs dengan ukuran besar (skala regional). Monitoring
sumber daya ini relatif sulit karena ukuran waduk yang besar dan melintasi beda kabupaten
dengan perbedaan aturan main; dan karena besarnya waduk ini maka banyak pihak yang
tertarik untuk mengesktraksi atau memanfaatkan waduk untuk kepentingan ekonomi.
Banyaknya pengguna sumber daya ini tentu saja menyulitkan proses monitoring cadangan dan
aliran sumber daya tersebut. Dolsak dan Ostrom (2002) menyatakan bahwa CPR dengan
batas-batas yang jelas dan stabil ditemukan lebih kondusif dalam keberlanjutan managemen
kelembagaan.
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Di Waduk Cirata penentuan batas atau zonasi baru dilakukan di tahun 2002. Begitu
juga dengan pengaturan kegiatan perekonomian budidaya baru ditertibkan oleh pengelola
waduk dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran usaha, jalur transportasi, mempermudah
monitoring, dan bimbingan. Sebelumnya tidak ada pengaturan zonasi dan masing-masing
daerah mengatur sendiri kewenangan pemanfaatan waduk, padahal aktivitas di satu kabupaten
akan mempengaruhi kabupaten lain. Terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan
ketiadaan pengaturan di Cirata. Pihak tersebut biasa dikenal dengan free rider. Para free rider
merupakan pendatang yang ikut membuka usaha karamba. Mereka mendapatkan kemudahan
dari pihak-pihak berwenang sehingga saat ini banyak pemilik waduk yang termasuk non
pribumi (bukan penduduk setempat yang terkena dampak genangan). Selain itu adanya pihak-
pihak yang tidak memiliki ijin usaha atau SPL (Surat Penempatan Lokasi) juga menjadi free
rider, karena mereka yang tidak membuat ijin usaha perikanan menikmati kegiatan usaha di
waduk tanpa membayar untuk kegiatan pelestarian waduk. Oleh karena itu diperlukan
maintaining sumber daya seperti adanya pengorganisasian masyarakat.
Dipandang dari sisi demand (permintaan akan sumberdaya ikan), dengan tingginya
permintaan ikan menyebabkan masyarakat terus berupaya untuk melakukan usaha-usaha
walaupun ditengah kesulitan berkurangnya daya dukung lingkungan yang dibuktikan dengan
penurunan kualitas air dan penurunan produktivitas ikan dari tahun ke tahun. Memang telah
banyak terjadi penurunan jumlah petani ikan karena kasus kematian ikan massal yang kerap
terjadi, namun dibutuhkan maksimisasi discounted present value of rate return untuk petani
ikan. Hal ini berarti bahwa orientasi bukan pada seberapa banyak jumlah petani ikan, namun
seberapa besar produksi yang dihasilkan oleh sejumlah petani yang terbatas.
Oleh karena kompleksnya Waduk Cirata sebagai CPRs menyebabkan tidak
terkontrolnya pengguna sumber daya sehingga menimbulkan eksternalitas bagi pengguna
sektor lain. Semakin banyaknya pengguna sumber daya, maka semakin sulit pula mereka
menaati peraturan untuk mengatasi eksternalitas, terlebih jika tidak ada kelembagaan dan
aturan main dalam manajemen pengelolaannya.
2. Faktor Ekonomi
Dalam pemanfaatan waduk sebagai perairan umum, masyarakat sangat diuntungkan
dengan adanya budidaya KJA, karena sebagian besar masyarakat yang dimukimkan kembali
di daerah sekitar waduk memiliki hak untuk membuka usaha KJA dan usaha garapan lahan
pertanian di daerah pasang surut air. Usaha dibidang budidaya perikanan ini sangat
menguntungkan dan trend permintaan terhadap komoditas ini relatif meningkat dari tahun ke
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tahun. Hal ini terlihat dari kenaikan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional dari tahun
2005 sebesar 25 kg/kapita/tahun menjadi 30,48 kg/kapita di tahun 2010. Hal ini menjadi salah
satu pemicu peningkatan produksi ikan budidaya, khususnya ikan air tawar. Dalam kurun
waktu lima tahun (2002—2006) terjadi peningkatan produksi ikan mas, nila, patin, dan bawal
air tawar, masing-masing 19, 65, 10 dan 251 persen. Provinsi Jabar tercatat sebagai wilayah
yang menghasilkan lebih dari separuh ikan air tawar konsumsi yang beredar di pasar lokal.
Waduk Cirata di Jawa Barat menghasilkan rata-rata 8000 ton ikan air tawar (Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2011).
Sejauh ini, pasar ikan konsumsi air tawar Cirata masih membidik konsumen lokal
yang dijual dalam bentuk segar. Pemasaran hasil produksi terutama untuk pasar tradisonial di
wilayah : Jakarta (Muara Baru dan Muara Angke), Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya,
Lampung dan di sekitar pulau Jawa. Para bandar ikan yang membeli hasil ikan Cirata
mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah rugi, berapapun ikan yang mereka bawa
untuk dijual pasti akan habis di pasaran tradisonial. Bahkan untuk beberapa musim,
kebutuhan masih belum bisa tercukupi. Oleh karena kebutuhan domestik untuk ikan air tawar
pun masih belum mencukupi, para bandar ikan belum menjajaki pasar luar negeri untuk
ekspor.
Walaupun kecenderungan permintaan ikan terus meningkat namun tidak berkorelasi
positif dengan harga ikan. Harga jual ikan diserahkan pada mekanisme pasar dimana jika
permintaan tinggi maka harga akan tinggi, dan saat stok ikan melimpah, harga akan turun.
Kondisi ini masih menjadi dilema bagi petani ikan Cirata. Ketika Waduk Jatiluhur dan
Saguling panen ikan secara bersamaan maka harga ikan akan jatuh. Harga jual ikan mas bulan
Mei 2012 ini berkisar Rp. 13.500,00/Kg. Harga ini tergolong normal, tahun 2009 harga ikan
sempat jatuh mencapai Rp.11.500/Kg, tahun berikutnya Rp.12.500/Kg. Bulan Juli-Agustus,
biasanya terjadi over produksi sehingga harga bisa turun, menjelang bulan Desember-maret
harga bisa naik mencapai Rp20.500,00/Kg karena musim angin barat, biasanya musim banyak
penyakit yang menyebabkan kematian ikan.
Sementara harga ikan diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak demikian halnya
dengan harga pakan ikan. Hal inilah yang dikeluhkan oleh petani. Pakan pellet merupakan
input utama dalam budidaya KJA. Harga pakan yang terus meningkat, sementara harga ikan
relatif stabil sangat mempengaruhi profit petani. Pada saat penelitian ini berlangsung (Mei
2012), telah terjadi 3 (Tiga) kali kenaikan harga pakan. Para produsen pakan tidak menjual
langsung ke petani tetapi bekerjasama dengan 4 agen besar yang ada di perairan Cirata yaitu
SH (Sayap Heulang), JP (Janari Perdana), AP (Agung Pratama) dan SD (Sari Dagang).
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Mekanisme penjualan melalui agen-agen, sub agen dan petani ditetapkan secara bersama-
sama melalui wadah Asosiasi GPMT (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak). Melalui
asosiasi ini maka mekanisme penjualan pakan berlaku sama untuk setiap pelabuhan di
masing-masing kabupaten. Contohnya harga jual pakan merk Jatra (ukuran 3 mm = 5.000/kg).
Harga tersebut merupakan harga agen kepada sub agen. Sedangkan dari sub agen kepada
petani harga pakan Rp.5.870/Kg. Selisih harga pakan ini cukup besar. Dalam satu siklus
penanaman ikan, setidaknya dibutuhkan 4.230-4.500 Kg/petak, sehingga keuntungan yang
diperoleh sub agen sangat besar kurang lebih sekitar Rp9 – 15 juta/siklus penanaman ikan.
Begitu pula harga dari pabrik kepada agen, tentunya sama dengan keuntungan sub agen
bahkan mungkin lebih tinggi.
Kenaikan harga pakan ini, menurut GPMT karena bahan baku pakan harus impor dari
luar negeri. Bahan baku yang dimaksud adalah tepung tulang yang memiliki kandungan
protein tinggi. Hal ini menyusul keputusan pemerintah untuk melarang impor semua produk
olahan daging sapi dari Amerika karena merebaknya wabah sapi gila, sehingga importir
produk olahan daging sapi seperti pengusaha pakan ternak ini harus mengalihkan
pembeliannya ke negara lain seperti Australia atau New Zealand yang mematok harga lebih
tinggi.
Mata rantai pemasaran hasil produksi budidaya perikanan Cirata lebih banyak dikuasai
oleh para sub agen pakan. Sistem penjualan pakan kepada petani ternyata menggunakan
sistem hutang, petani membayar dengan ikan setelah masa panen (3 bulan). Masing-masing
sub agen yang biasa disebut “gudang” memiliki aturan tersendiri dalam memberikan pinjaman
kepada petani ikan. Ada yang mensyaratkan maksimal 21 hari harus membayar, ada pula yang
mensyaratkan setelah hutangnya berjumlah Rp10.000.000,00 keatas, maka harus membayar
bahkan ada yang tergantung permintaan dari petani tetapi maksimum 2 minggu harus sudah
membayar hutangnya. Para petani ikan ini terikat perjanjian tidak tertulis dengan para pemilik
gudang pakan, mereka wajib menjual hasil ikannya kepada pemilik gudang setelah masa
panen untuk membayar hutang-hutang pakannya. Jika terjadi kasus kematian ikan secara
massal, maka petani-petani ikan ini tidak bisa membayar hutangnya dan bahkan semakin
menumpuk. Oleh karena pihak gudang tidak ingin menanggung resiko kerugian, mereka
meninjau kembali luasan kolam dan feasibilitas petani, jika mereka menganggap petani masih
mampu membayar hutangnya maka mereka kembali meminjamkan uang untuk modal
budidaya ikan supaya bisa mencicil hutang-hutang mereka; namun jika luasan kolam sedikit
dan tidak memungkinkan untuk menutup hutang-hutangnya, maka pihak gudang akan
mengambil alih kolam sebagai ganti rugi pembayaran hutang. Ikatan kerjasama ini secara
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ekonomi memang merugikan petani, karena petani tidak memiliki alternatif pilihan penjualan
ke pihak lain dan jika sudah jatuh tempo, sementara ikan belum cukup umur untuk panen,
mereka tetap akan dipaksa untuk panen dini. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi
pendapatan petani, karena bobot ikan yang belum cukup panen akan dihargai rendah. Namun
ketimpangan kerjasama ini belum pernah berdampak pada konflik terbuka. Petani lebih
banyak mengalah dan pasrah dengan keadaan manakala pemilik gudang mengambil alih
kolamnya ketika hutang sudah mulai menumpuk. Konsep inilah yang disebut model
kelembagaan agent-principal. Petani sebagai agent dan pemilik gudang pakan sebagai
principal. Dalam konteks agent-principal ini, pihak principal biasanya memiliki posisi lebih
tinggi dan cenderung mengintimidasi pihak agent. Hal ini menyebabkan banyak penduduk
pribumi tidak dapat berkembang karena ketergantungan mereka terhadap pemilik gudang
yang rata-rata bukan penduduk pribumi. Mereka berasal dari sekitar waduk seperti Bandung
dan Jakarta.
Akses petani ke perbankan sebagai alternatif modal usaha, baru dirintis tahun 2010
dimana kelompok ASPINDAC (Asosisasi Petani Ikan Waduk Cirata) membuat rekomendasi
sehingga beberapa petani yang bergabung dengan kelompok ini bisa mengajukan pinjaman ke
Bank. Keengganan masyarakat untuk meminjam uang sebagai modal ke pihak perbankan
dikarenakan administrasi yang berbelit, menyulitkan dan mereka harus tergabung dalam
kelompok petani ikan. Itupun melalui proses seleksi yang ketat. Pada akhirnya banyak dari
petani kembali ke gudang untuk meminjam pakan, karena prosedurnya yang ringkas dan
hanya bermodalkan kepercayaan. Pihak gudang pun mulai membina hubungan dengan para
petani melalui berbagai pertemuan dan pelatihan yang difasilitasi oleh GPMT atau produsen
pakan. Selain mereka mempromosikan jenis pakan terbaru atau mensosialisasikan keunggulan
produk pakan, mereka juga memberikan bimbingan tehnis untuk peningkatan produksi ikan.
Hal inilah yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan atau dinas terkait yang menjadi tugas
dan kewenangannya.
Intinya, faktor ekonomi memang mendorong terjadinya penggunaan waduk secara
berlebihan sehingga mengurangi daya dukung lingkungan. Walaupun usaha budidaya yang
dikembangkan pun saat ini tidak luput dari kutukan sumber daya (resource curse) dimana
teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki wilayah dengan sumber daya yang
besar cenderung memiliki tingkat penghidupan yang jauh dari layak. Teori ini terbukti untuk
kasus Cirata, dimana hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki usaha KJA yang
memiliki penghidupan yang layak, sementara itu hampir sebagian besar penduduk hanyalah
buruh KJA dengan tingkat pendapatan rata-rata per bulan Rp600 000 – 800 000.00. Pemilik
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KJA berdasarkan sensus BPWC (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan KJA 83 persen
dikuasai oleh pribumi dan 14 persen non pribumi (Bandung, Sukabumi, Cianjur dan Jakarta).
Namun pada saat penelitian di lapangan dari 69 RTP, 40 persen diantaranya adalah milik
pribumi dan 60 persen milik masyarakat di luar penduduk sekitar waduk. Jumlah unit KJA
yang dimiliki oleh rata-rata pribumi hanya 4 unit sedangkan untuk non pribumi rata-rata
memiliki 7 unit KJA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat asli tidak mendapatkan manfaat
cukup besar dari adanya waduk karena memiliki keterbatasan modal dan pengetahuan.
Untuk masyarakat yang hanya memiliki KJA 4 unit memiliki kerentanan yang lebih
tinggi untuk gulung tikar manakala harga ikan turun atau harga pakan meningkat. Satu-
satunya akses permodalan mereka adalah para sub agen pakan, dalam mekanisme principal &
agent. Sehingga ketika terjadi kasus kematian ikan karena musim ataupun penyakit, dengan
jumlah karamba yang sedikit, mereka rentan menghadapi pengambilalihan karamba oleh sub
agen pakan.
Dengan tingkat pendidikan masyarakat saat ini yang sebagian besar hanya tamat SD
bahkan putus sekolah di tingkat dasar (70 persen untuk RTP), tentu saja dalam jangka panjang
mereka pun memiliki kerentanan yang tinggi untuk tidak mencapai penghidupan yang lebih
layak atau secara tehnis memperluas usaha karamba yang dimilikinya. Oleh karena itu mereka
cenderung mudah dipermainkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dengan pengaruh yang besar.
Untuk itu diperlukan sebuah kelembagaan yang berasal dari petani dan dapat mendukung
petani untuk memelihara waduk dan kelangsungan usahanya.
3. Faktor Politik
Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor politik, terdapat beberapa permasalahan.
Pertama, oleh karena waduk Cirata meliputi 3 kabupaten dan kewenangan pengelolaan
diserahkan kepada propinsi, maka secara politis Waduk Cirata adalah milik Propinsi Jawa
Barat. Kedua, karena sumber daya ini milik propinsi maka semua bentuk kebijakan kabupaten
seperti SK Bupati, Peraturan daerah dan kebijakan apapun yang dibuat oleh kabupaten tidak
berlaku dan tidak bisa diterapkan di Waduk Cirata. Ketiga, oleh karena sumberdaya ini tidak
mendatangkan keuntungan untuk daerah (PAD) maka dukungan dari pemerintah daerah
terhadap sumberdaya ini juga relatif kecil. Dalam SK Gubernur No. 2 tahun 2002 disebutkan
bahwa wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring diserahkan
kepada instansi tehnis terkait. Namun pelimpahan wewenang ini tanpa disertai anggaran dari
pusat, sehingga pihak pemerintah daerah harus menyediakan dana khusus untuk melakukan
penugasan ini. Dalam hal ini hukum ekonomi berlaku, jika wewenang dan tugas yang
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dilakukan tidak mendatangkan keuntungan secara langsung untuk daerah, dan sifatnya
voluntary, tentu saja yang terjadi adalah kualitas “ala kadarnya”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, pihak propinsi tidak pernah/jarang
memperhatikan petani dan membuat program untuk peningkatan usaha perikanan. Usaha
propinsi dalam pengelolaan waduk dinilai sangat minim dan kurang “menyentuh” kebutuhan
dan permasalahan stakeholder yang memiliki banyak kepentingan di Waduk Cirata. Menurut
pihak Propinsi Jawa Barat, hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dan adanya
benturan dengan daerah berkaitan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu BPWC sebagai
lembaga pengelola waduk yang ditunjuk oleh PT. PJB atas referensi Gubernur memiliki
peranan penting dan mengambil alih fungsi propinsi dalam pengelolaan waduk. Namun
kewenangan BPWC sebagai badan juga tidak mumpuni untuk mengelola waduk seluas 6600
ha. Tugas pokok dan kewenangannya pun terbatas pada kebersihan, penghijauan, pemantauan
kualitas dan kuantitas air waduk. Walaupun demikian stakeholder lebih banyak mengenal
BPWC sebagai “pemilik” waduk dibandingkan pemerintahan propinsi Jawa Barat.
Lemahnya kekuatan yang dimiliki propinsi dan terbatasnya kekuasaan BPWC yang
disebabkan karena keterbatasan tugas dan tanggungjawab, mengakibatkan masalah-masalah
yang dihadapi oleh pembudidaya, nelayan dan masyarakat yang berkepentingan dengan
waduk Cirata tidak mampu diatasi dengan baik, sampai akhirnya muncul fenomena booming
pembangunan KJA, tingkat sedimentasi yang tinggi, pengelolaan sampah yang kurang
terorganisir, erosi-erosi di pinggiran waduk serta memburuknya kualitas air dari masing-
masing DAS yang bermuara di Waduk Cirata.
4. Faktor Kebijakan
Sejak awal dioperasikannya Waduk Cirata, telah diatur kewenangan pengelolaan
kepada propinsi dengan PERDA Provinsi Jawa Barat 18 tahun 1986. Berdasarkan PERDA
tersebut telah diatur ijin pembudidaya ikan yang berlaku untuk 3 tahun dengan pengurusan
ijin usaha ke Propinsi Jawa Barat. Retribusi untuk usaha budidaya ini ditetapkan sebesar
Rp.1000/m2. Persyaratan untuk pengurusan ijin sangat mudah yaitu fotokopi KTP, foto, surat
keterangan domisili usaha dari desa setempat. Untuk 1500 KK yang terkena dampak
genangan diberikan 6000 petak (1500 unit) untuk usaha budidaya, dengan asumsi 1 KK
mengusahakan 1 unit. Oleh karena untuk memulai usaha budidaya perikanan ini
membutuhkan modal yang besar dan sulit dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun oleh
masyarakat yang terkena dampak genangan, maka hak ini diperjualbelikan kepada pihak luar
(masyarakat pendatang), sehingga dari awal dibukanya waduk, sudah banyak pendatang yang
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ikut membuka usaha KJA. Peraturan yang dibuat pun tidak tegas menyatakan bahwa hanya
masyarakat yang berdomisili di sekitar Waduk Cirata yang boleh melakukan usaha. Dalam
persyaratan pembuatan ijin usaha pun hanya melampirkan surat keterangan domilisi usaha ke
pihak pemerintahan desa dan bukan surat keterangan domisili kependudukan pemilik usaha.
Surat domisili usaha adalah surat keterangan dari desa dimana KJA tersebut dibuat. Tidak ada
pungutan resmi untuk membuat surat keterangan domisili ke pihak desa. Persyaratan yang
mudah inilah yang menyebabkan banyak pihak luar yang masuk dan ikut membuka usaha di
Waduk Cirata.
Perda No 18 Tahun 1986 ini diperbaharui pada tahun 2002, dengan dilengkapi SK
Gubernur No. 14 Tahun 2002 sebagai petunjuk tehnis. Revisi peraturan undang-undang tahun
2002 ini mulai menetapkan adanya SPL (Surat Penempatan Lokasi) yang melibatkan pihak
pengelola, dalam hal ini ditangani oleh BPWC. Pembuatan SPL ini bertujuan untuk mengatur
tata letak KJA sehingga tidak mengganggu jalur transportasi dan untuk memperbaiki
landscaping waduk Cirata. SPL ini pun kemudian dijadikan syarat untuk pengurusan ijin
usaha perikanan kepada pihak pemerintah propinsi. Pembuatan ijin dipermudah dengan sistem
pelayanan satu atap (BPWC dan Dinas Perikanan Kabupaten) dan lokasi pengurusan ijin
direncanakan dekat dengan waduk sehingga menekan biaya transportasi. Dalam revisi
peraturan ini juga mulai diatur kuota pakan, kuota bibit ikan yang boleh ditebar dan kuota unit
jaring yang diperbolehkan di Cirata sesuai studi daya dukung lingkungan. Peraturan ini
menetapkan pula bahwa daya dukung lingkungan Waduk Cirata hanya 1 persen dari luas
waduk atau setara dengan 12.000 petak KJA. Oleh karena itu peraturan tersebut juga
mengamanatkan adanya penertiban KJA terutama bagi KJA yang tidak aktif maupun yang
tidak memiliki ijin usaha. Selain usaha budidaya perikanan, peraturan ini juga mengatur tata
cara dan ijin bagi usaha pertanian dan kegiatan pengambilan ikan bagi nelayan.
Sejak SK Gubernur ini ditetapkan tahun 2002, dengan jumlah KJA 33.000 petak, tidak
terjadi pengurangan jumlah KJA. Dilihat dari hasil sensus tahun 2003, 2007 dan 2011 terus
terjadi penambahan KJA berturut-turut sebesar 39.690, 51.418 dan 53.031 petak. Berdasarkan
data tersebut, implementasi SK tidak berjalan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pengurusan ijin seperti BPWC, dinas perikanan masing-masing kabupaten merasa tidak
memberikan rekomendasi ijin pembuatan KJA baru. Hal ini mungkin dikarenakan pihak
petani tidak mengurus ijin untuk pembuatan KJA baru. Walaupun pengurusan ijin relatif
mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pihak BPWC telah beberapa kali
melakukan jemput bola kepada petani untuk pengurusan SPL bersama dinas tehnis terkait di
masing-masing kabupaten, sehingga petani hanya tinggal melanjutkan ijin ke pihak propinsi.
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Namun hal ini tidak juga mengurangi banyaknya free rider terhadap pihak-pihak yang tidak
mau mengurus ijin. Beberapa kendala mungkin disebabkan tidak ada perbedaan manfaat yang
dirasakan pembudidaya antara memiliki ijin dan tidak memiliki ijin. Oleh karena tidak ada
sangsi bagi pembudidaya yang tidak memiliki ijin. Saat ini SPL mulai memiliki kegunaan
sebagai syarat mengajukan kredit kepada pihak perbankan, namun peluang masyarakat untuk
mendapatkannya masih kecil. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan hubungan
principal dan agent dengan pihak pengelola pakan untuk memperoleh pinjaman karena lebih
mudah persyaratannya. Selain itu pembudidaya pribumi cenderung tidak mengurus ijin karena
merasa tidak perlu membayar untuk kegiatan di “atas tanah mereka”.
Penertiban KJA yang juga menjadi mandat dalam SK No. 14 Tahun 2002, baru satu
kali dijalankan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Alasan tidak berjalannya penertiban
KJA karena biaya operasional yang tinggi untuk melakukan penertiban. Surat Keputusan
Gubernur ini tidak mengatur tentang sanksi dan bagaimana penegakan aturan diberlakukan,
pihak siapa yang berwenang dan bagaimana prosedurnya. Selama ini masalah di lapangan
adalah adanya pihak-pihak yang “cuci tangan” karena merasa bukan kewenangannya. Siapa
yang berwenang terhadap pengelolaan Waduk Cirata, seperti apa kewenangan yang
diterimanya dan bagaimana prosesnya adalah hal yang ditunggu oleh para stakeholder
terhadap pemerintah. Oleh karena karakteristik waduk yang melintasi beberapa kabupaten,
menjadikan Cirata harus dikelola secara eksklusif. Eksklusif dalam hal ini adalah perlunya
melibatkan ketiga kabupaten yang juga merasa memiliki waduk, memiliki paradigma yang
sama terhadap pelestarian waduk, pembagian peran yang jelas diantara stakeholder dan
kepentingan bersama yang harus diutamakan.
Secara umum, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah
kurang tegas dan tidak banyak mengatur tentang perbaikan kualitas lingkungan, aktivitas
pelestarian waduk dan mekanisme pelimpahan tanggungjawab yang jelas. Oleh karena itu
perlu adanya revisi kebijakan terutama berkaitan dengan pembagian peran pengelolaan waduk
dengan pemerintah daerah dan upaya-upaya pelestarian lingkungan waduk untuk menjaga
keberlangsungaan usaha budidaya di Cirata.
5. Faktor Teknologi
Karamba dua kolor atau lapis atas dan bawah merupakan inovasi penting dalam
mengatasi inefesiensi pakan. Sesungguhnya ikan nila yang ditanam oleh petani dilapis kedua
merupakan ikan pemakan planton dan segala. Sehingga ketika pakan tidak dikonsumsi oleh
ikan di lapis atas, akan dimanfaatkan oleh ikan nila di lapis kedua. Sehingga
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perkembangbiakan ikan nila tidak memerlukan pakan khusus. Ikan nila merupakan ikan yang
lebih tahan terhadap penyakit dan dalam kondisi perairan yang buruk, namun
pertumbuhannya yang lama (7-9 bulan) dengan harga jual di pasaran yang rendah
(Rp7.000,00 – Rp9.000,00) menyebabkan petani tidak menanam ikan nila sebagai bisnis
utamanya.
Saat ini tengah dikembangkan budidaya ikan mola sebagai alternatif lain ikan
pemakan plankton yang lebih toleran dan tahan terhadap musim dan penyakit. Ikan mola ini
sama halnya dengan ikan nila, bisa dikonsumsi, namun harga jualnya masih rendah dengan
pertumbuhan yang relatif lebih lambat. Namun inovasi ini bisa menjadi pilihan alternatif
petani ketika terjadi musim angin barat antara bulan Desember sampai dengan Januari.
Frekuensi pemberian pakan, jumlah pakan, tehnik pemberian pakan dan jenis pakan
dengan merk apa yang menghasilkan pertumbuhan ikan paling optimal sebenarnya sudah
diketahui oleh pihak instansi terkait berdasarkan penelitian di kolam pembudidayaan dinas.
Saat ini penelitian mengenai alternatif lain untuk pemberian pakan dengan menggunakan
bahan lokal tengah dikembangkan oleh kelompok petani sehingga mereka tidak lagi
tergantung pada pakan komersial yang harga belinya semakin meningkat. Upaya ini
merupakan kerjasama kelompok dengan salah satu institusi pendidikan ternama di dalam
negeri. Namun saat ini masih dalam tahap penelitian dan belum disebarluaskan kepada petani
maupun anggota kelompok petani. Hal ini berarti bahwa telah ada upaya-upaya inovasi
pembudidayaan yang dilakukan baik oleh dinas tehnis maupun upaya kelompok dalam
mengatasi masalah yang ada, namun masalah komunikasi yang menjadi corong utama dalam
penyebarluasan informasi agak terhambat oleh karena belum terbangunnya media komunikasi
dalam kelompok maupun wadah penyebarluasan informasi. Pihak dinas yang diharapkan
dapat menjadi jembatan dalam menggerakkan kelompok-kelompok binaannya, seringkali
terkendala masalah tehnis dan pembiayaan. Sementara tidak semua kelompok sudah mandiri
dan melakukan kegiatan rapat rutin atau sekedar sharing diantara anggota kelompok.
Walaupun sudah lama terbentuk kelompok-kelompok yang ada masih perlu bimbingan baik
tehnis maupun manajerial.
Secara umum petani budidaya, nelayan dan kelompok pengolahan di Cirata
berdasarkan hasil penelitian tidak tersentuh oleh teknologi tinggi. Kearifan lokal masih
menjadi andalan dalam mengatasi masalah. Misalnya ketika terjadi kasus kematian budidaya
ikan secara massal, petani menggunakan cara-cara tradisonial dengan berenang
mengupayakan air bergerak sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh ikan dapat dihasilkan.
Saat ini, beberapa petani yang memiliki modal tidak lagi berenang untuk membuat gelombang
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air, tetapi menggunakan mesin pompa air untuk memompa dan mengalirkan air kembali ke
kolam sehingga tercipta gelembung dan riak-riak air. Selain itu ketika musim penyakit ikan
karena cuaca mendung, curah hujan tinggi dan banyak angin, maka petani akan menghentikan
pemberian pakan, memasukkan batang pisang kedalam kolam dan memberikan ramuan
tradisonial ke dalam pakan ikan. Cara ini memang tidak dapat menyembuhkan atau
menghindarkan ikan dari penyakit secara pasti, namun jumlah kematian ikan dapat
diminimalisir. Ada pula beberapa petani pendatang yang menggunakan solar cell untuk
penerangan di kolam.
Akses masyarakat terhadap teknologi perikanan sangat rendah, hal ini karena tingkat
pendidikan masyarakat yang rendah, juga kurangnya dukungan dari berbagai pihak yang
seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan waduk. Kematian ikan terus berulang setiap
tahun dengan kecenderungan semakin bertambah, produktivitas petani semakin lama semakin
menurun seiring dengan penurunan kualitas air. Hal ini terjadi karena masyarakat terlalu lama
dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dari pengelolaan CPRs ini.
6. Karakteristik Pengguna Sumber Daya
Stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan waduk
saat ini adalah : BPWC, ASPINDAC, kelompok pengolahan hasil perikanan, kelompok
pengusaha pakan, kelompok keamanan (POKMASWAS), kelompok nelayan, kelompok
pedagang dan pengusaha sektor pendukung perikanan, instansi pemerintah terkait yaitu dinas
perikanan, peternakan dan kelautan masing-masing kabupaten dan pemerintahan desa.
Berdasarkan analisis stakeholder, maka kelompok-kelompok diatas dapat dikategorikan
seperti dibawah ini :
a. Lembaga lokal: kelompok pembudidaya ikan, kelompok nelayan, kelompok
pengolahan hasil perikanan, POKMASWAS.
b. Lembaga private/swasta: BPWC, ASPINDAC, kelompok penjual pakan ikan (agen,
sub agen, dan bandar ikan)
c. Lembaga government/pemerintah: Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kelautan
Kabupaten Cianjur, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Barat.
Dalam tata kelola waduk terdapat interaksi-interaksi diantara pelaku/pengguna sumber
daya. Secara umum, interaksi yang terjadi antar stakeholder adalah sebagai berikut:
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6.1. BPWC vs Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat
Konflik kepentingan yang terjadi berkaitan dengan pembagian peran pengelolaan
waduk. Berdasarkan hasil wawancara, BPWC merasa tidak harus melakukan penertiban KJA
seperti yang tertulis dalam UU, karena posisi BPWC sebagai anak perusahaan PT. PJB tidak
merasa bertanggungjawab terhadap gubernur. Menurut staf BPWC, yang seharusnya
berwenang melakukan penertiban KJA adalah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
sebagai satuan pengamanan pemerintah. Oleh karena adanya lempar tanggungjawab ini
sehingga kegiatan penertiban KJA yang tidak berjalan. Adanya pembagian peran yang tidak
seimbang antara BPWC dan dinas perikanan provinsi dan mandat yang harus dijalankan oleh
masing-masing lembaga membuat kegiatan pengawasan di Waduk Cirata menjadi lemah.
6.2. Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat vs Dinas Perikanan Kabupaten Bandung
Barat, Cianjur dan Purwakarta
Konflik kepentingan terjadi berkaitan dengan dana operasional dalam pengelolaan
waduk. Oleh karena secara legalitas Waduk Cirata dimiliki oleh Provinsi, maka pihak daerah
praktis tidak mendapatkan pembagian dana untuk kegiatan operasional di Waduk Cirata.
Pembiayaan dari APBD masing-masing daerah untuk kegiatan operasional harus dilakukan
daerah agar bimbingan tehnis tetap dapat dilakukan kepada petani-petani di Cirata. Walaupun
secara legal tertulis masing-masing dinas perikanan kabupaten bertanggungjawab dalam hal
pembinaan tehnis atas aktivitas budidaya perikanan, namun tidak ada anggaran pusat yang
dialokasikan kepada daerah sehingga bimbingan tehnis terhadap petani kurang optimal.
6.3. Petani KJA vs Kelompok Penjual Pakan (Agen/Sub Agen)
Hubungan principal dan agent dalam kerjasama utang piutang antara petani KJA dan
agen pakan/sub agen juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik. Konflik kepentingan
ini terjadi ketika adanya kasus kematian ikan, dimana para petani yang harus membayar
hutang pakan tidak mampu membayar hutangnya. Oleh karena itu alternatif yang paling tepat
ditawarkan kepada petani adalah dengan pengambilalihan kolam ikan oleh sub agen/agen.
Secara umum interaksi diantara pelaku-pelaku pengguna sumber daya waduk saling
bergantung karena memiliki kepentingan yang sama yaitu pentingnya waduk bagi
penghidupan dan berputarnya roda perekonomian masing-masing stakeholder.
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7. Tata Kelola dan Redesign Kelembagaan Pengelolaan Waduk
Berdasarkan sintesa analisa stakeholder terlihat tidak ada stakeholder yang menonjol
atau bersifat superior dalam managemen pengelolaan waduk, sehingga tidak ada leading
sector yang dapat dijadikan panutan bagi stakeholder lain. Pengelola waduk yang seharusnya
menjadi leading sector dalam menangani dan mengelola waduk kurang mampu berbuat
banyak karena merasa legalitas organisasinya tidak cukup kuat untuk melakukan
tindakan/sangsi terhadap pelanggar peraturan dan kurangnya sumber daya manusia.
Sementara itu pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan waduk justru tidak
banyak mengambil peranan dalam hal pendampingan, monitoring dan evaluasi kinerja pelaku-
pelaku pengguna sumber daya. Masalah bimbingan tehnis untuk kegiatan-kegiatan ekonomi
yang diperbolehkan di wilayah perairan diserahkan kepada dinas tehnis terkait di masing-
masing wilayah kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi karena jarak yang cukup jauh kantor
penanggungjawab dengan waduk dan terbentur dengan adanya otonomi daerah yang
memungkinkan masing-masing daerah melakukan pengelolaan sumber daya yang masuk
dalam lingkungan kabupaten.
Oleh karena itu bentuk skenario yang diusulkan dalam mengangani konflik
kepentingan diantara stakeholder dan merupakan best case scenario yaitu dengan
memberikan kuasa penuh penuh kepada pengelola waduk untuk dapat melakukan fungsinya
dengan baik. Kuasa penuh yang diberikan berupa legalitas lembaga pengelola waduk dan
terdapat peraturan perundang-undangan yang diakui oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh
semua stakeholder yang berkepentingan dengan Waduk Cirata. Kebijakan yang melampaui
wilayah administratif dan kewenangan apapun  yang dikenal dengan kebijakan trans boundry
regime.
Waduk Cirata yang termasuk waduk skala besar membutuhkan sumber daya manusia
yang cukup dengan kemampuan managerial yang baik. Isu ini muncul karena pentingnya
menegakkan peraturan yang sudah disepakati untuk kepentingan bersama. Komitmen yang
tinggi dalam menjalankan kesepakatan dan kepatuhan dalam menaati sangsi yang ditetapkan.
Dalam hal ini bisa menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok petani pembudidaya,
kelompok nelayan, kelompok pedagang pakan ikan, kelompok bandar ikan, dan kelompok
lainnya. Kemitraan ini berguna sebagai perpanjangan tangan dalam menegakkan peraturan.
Penegakan peraturan ini terutama berkaitan dengan kegiatan usaha budidaya ikan dalam KJA
dan pendidikan lingkungan bagi masyarakat di sekitar waduk agar upaya pelestarian waduk
dapat turut diupayakan bersama mereka.
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Hal pertama adalah penertiban KJA terutama bagi KJA yang sudah tidak aktif,
maupun pemilik KJA yang dalam beberapa periode sudah tidak menanami kolamnya dengan
ikan; selain itu tidak ada lagi penambahan ijin KJA baru maupun perluasan kolam;
menegakkan kembali retribusi perairan dan berlaku bagi semua pengelola dengan besaran
yang disepakati bersama dan pelaporan penghasilan kepada seluruh stakeholder. Akuntabilitas
penggunaan dana retribusi perairan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pungutan.
Pengelola juga harus terbuka terhadap klaim maupun masukan yang berguna bagi
kelangsungan pelestarian waduk dari berbagai pihak, misalnya penggunaan dana retribusi
perairan untuk kepentingan pembersihan sampah atau pembuatan tong-tong sampah terapung.
Dengan menjalin kemitraan bersama dengan kelompok-kelompok stakeholder dapat
menumbuhkan rasa memiliki terhadap keberadaan waduk oleh semua pihak termasuk warga
pendatang.
Skenario status quo yang diusulkan dalam menangani konflik kepentingan saat ini
adalah dengan mendorong pemerintah Provinsi yang memiliki kewajiban dalam hal
penertiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Propinsi harus memegang peranan penting dalam hal penataan waduk dan menjaga
keberlanjutan waduk agar tetap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
Mekanisme status quo ini bisa menjadi penyelesaian yang terbaik jika masing-masing pihak
menjalankan perannya sesuai SK Gubernur No. 41 tahun 2002 yang saat ini sedang berlaku
dan didukung oleh pendanaan yang kuat melalui sharing pendanaan antara propinsi dan
pemerintah kabupaten.
PENUTUP
Kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan CPRs skala besar. Ketiadaan
kelembagan di Cirata (aturan main, leading sector, managemen) menyebabkan eksternalitas
terus terjadi dan mengancam kelestarian waduk. Redesign kelembagaan diusulkan dengan dua
skenario : best case scenario dan status quo. Best case scenario berupa dibentuknya badan
otorita sebagai leading sector yang diberi kewenangan penuh melebihi batas administrasi
(trans boundry regime) dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Status quo
adalah kondisi yang saat ini berlangsung, namun dengan berbagai perbaikan terutama dalam
hal fokus perbaikan kondisi lingkungan waduk yang mengancam suistanability waduk.
Perbaikan tersebut dalam hal aturan main, penegakannya, mekanisme sanksi, sumber daya
manusia, lokasi strategis, managemen pengelolaan yang holistik.
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian ini menyarankan beberapa hal terkait
pengelolaan suatu CPRs besar dengan multi stakeholder sebagai berikut:
1. Perlunya analisis dan uji coba redesign kelembagaan pengelolaan waduk dalam dua
skenario yang diusulkan
2. Perlunya membangun kebijakan untuk sektor aktivitas domestik masyarakat yang tinggal
di sekitar waduk dalam upaya berkontribusi terhadap pelestarian waduk
3. Perlu dibuka wadah komunikasi dan interaksi diantara semua stakeholder untuk
menentukan aturan main yang berlaku dan flesibilitas dalam merivisi aturan main
tersebut sesuai dengan dinamika di masyarakat.
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